
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 

3419); 
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan 

Usaha Mililc Negara (Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

dalain Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonSCtVasi 

1. Pasal 18 ayat (6) Und.ang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Mengingat 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 
ayat (2), Pasal 14 ayat (7) clan Pasal 18 ayat (2) Peraturan 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Tanggung Jawab Scsial Perusahaan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Da.erah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tcntang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

-- ------ --· .....-- - 



Indonesia Tahun 2009 Noinor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No1X10r 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Li.nglrungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Undang-Uodang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ataa 
Undang-Undaug Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepra Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawa.san Penyelcnggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

ten tang 
Rcpublik 

5. Und•ng·Und•ng Nomor 25 Tahun 2007 trntcnl 
Penanaman Modal (Lembaran Nepra Repuhlik hvt.,,., i 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambab•n Lemban.n Neg.aa 
Republik lndoncaia Nomor 4675); 

6. Undang-Undang Nomor 40 :rahun 2007 tentang Pcneroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Ne~ Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
Keaejahteraan Soaial (Lemb&ran Negara 

7. 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan : 
1. Daerah adaJah Kabupaten Grobogan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyeleoggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kcwenangan daerah otanom. 

3. Bupati adaJah Bupati Grobogan. 

4. Perangkat Daerah adelab unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah daiam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang mcnjadi kewenengan Daerah. 

5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan 
kegia.tan secara tetap dan terus menerus dengao tujuan 
mempero)eh keuntungan dan/atau laba, baik yang 
dise)enggarakan oleh orang perorangan maupun hadan 
usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan bedao 
hukum, yang diclirikan dan berkedud.ukan dalam wilayah 

Negara Republik lndone8ia. 

BABJ 

KETENTUAN UMUM 

Pa.sal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANO PETIJNJUK PELAKSA.NAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 19 

TAHUN 2016 TENTANG TANOOUNO JAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN. 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 IHIIM•C 

Tanggung Jawab Sosial clan Jinglampn Puk.lUUI 

Terbata.8 (Lembanm Negara. Republik hlt:lancu Tahun 
2012 Nomor 89, Tambahan Lemba.ran Nepra Republik 

Indonesia Nomor 5305); 
13. Pcraturan Daerah Kabupa.ten Grobogan Nomor 19 Talum 

2016 tentang Tanggung Jawab Soaial Perusahaan 

(Lembaran Daerah Kabupat.cn Grobogan T~un 2016 

Nomor 19, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 19); 



• 
a. bantuan pembiayaan penyelcnggaraan program dan 

kegiatan kesejahteraan sosial; 

(1) Ruang lingkup TSP meliputi: 

BABII 
INDIKATOR DAN RUANG IJNOKUP DAMPAK NEGATIF 

Pasal 2 

9. Forum TSP ada)eb organisasi atau forum k.omunikasi yang 
dibcntuk clan ditetapkan olch Bupati yang beranggotakan 
unsur Perangkat Daerah terkait dan aaoauw pengusaha 
serta dapat mclibatkan unsur pcrguruan tinggi, lcmbaga 
awadaya m.asyarakat, organisasi kemaayaraka.tan, dan/ atau 
tokoh m.asyarakat sebagai wadah komunikasi, konsultasi 
dan evaluasi pcnyclenggara.an TSP. 

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Grobogan yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adaJah 
Perangkat Daerah yang me)aksenakan fungsi pcnunjang 
urusan pemerintahan di bidang perencanaan dacrah dan 
urusan pemerintahan bidang penclitian dan pengembangan. 

6. Tanggung Jawab Soaial Peruaahaan atau dengan eebutan 
lain yang sudah dUaksauakan oleh peruaahaan yang 
selaajutnya disingkat TSP adalah komitmcn Perusahaan 
untuk berperan scrta da1arn pcmbangunan ekonomi 
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kchidupan clan 
lingkungan yang bcnnanfaat, baik bagi Pcrusahaan sendiri, 
komunit.as setempat, maupun masyarakat pads. umumnya. 

7. Pemangku Kepcnti.ngan adalab eemua pihak, baik dalam 
lingkungan orpnisasi maupun di luar linglrungan 
organisasi, yang m.cmpunyai kepcntingan baik langaung 

• maupun tidak langsung yang biaa mem~ atau 
terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku 
organisasi yang bcraanglcutan. 

8. Wllayah Sasaran ada)ab ka.wasan induatri, ka.waaan 
pcmukirnan penduduk, ka.wasan dengan peruntuka.n 
apapun menurut .ketentuan pcraturan perundang-undangan 
baik yang a.da di darat maupun di daerah perairan yang 
terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung 
keberadaan pcrusahaan schingga fungsi linglrungan hidup 
terganggu dan mengalami kerusakan fl.Sik clan non fisik. 

' 
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b. kompen.ui pemuJiban dan/atau pmingkatan flrnpi 
linglrungan hidup; den 

c. insentif pemacu pertumbuhan ekanomi berkualitu 
berbaeis kerakyatan yang selaraa dengan program 

Pemerintah Dacrah. 

(2) Ruang lingkup eebagairoena dimakaucl pada ayat (1) 

diprioritaskan bcrlalru pada : 
a. kawa.aan yang aecara langaung menerima dampak 

ncgatif atas kegiatan operasional Peruaahaan; 
b. kawa.san yang mcncrima dampak accara. tidak langsung 

atas kcgiatan operasional Pcrusahaan tetapi kawasan 
tersebut sebagai penopang berlangaungnya kegiatan 
produksi Pcrusahaan; dim/ atau 

c. kawasan yang menerima dampak aecara tidak langaung 
atas kegiatan opcraaional Pcrusahaan tetapi kawasan 

tersebut merupakan wila.yah rencana program perluasan 
operasi atau produksi Pcrusehaan. 

(3) Selain pa.da kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ruang lingkup TSP tersebut pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan pada kawasan yang menjadi prioritas 

pembangunan .Pcmcrintah Daerah. 
(4) Indikat.or dan ruang lingkup dampak ncgatif kegiatan 

opera.sional Pcrusahaan sebagaimana dirnaksud pa.da ayat 
(2) huruf a meliputi : 
a. kcterlantaran akibat penggusuran, yaitu kehilangaD 

tempat tinggal, terancam keberlangsungan usaha, 
kchilangan mata pencaharian; 

b. kccacatan akibat kecdekaan kerja; 
c. pencemaran dan kerusakan lingkungan; 
d. ketetpencilan akibet relokasi penduduk kc tempat yang 

belum tersedia infrastruktur yaitu direlokasi ke tempat 
tcrpencil; 

e, korban tindak. kekerasan, ekploitasi dan disk:riminasi, 
yaitu perlakuan kekeraaan fisik dari peruaahaan, korban 
kerusuhan, dipekerjakan siang dan rna}arn, dipcr.lakukan 
tidak ad.il oleh perusahaan; dan 

r. korban bcncana non alain. 

' I' 1 I I ' . 



Pasal 4 

(1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan 
evaluasi program TSP, Bupati membentuk Forum TSP 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Keanggotaan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat 
{1) terdiri ataa : 
a. Bupati sehagai Pengarah; 

b, Sekretaris Dacrah sebaga.i Penanggung Jawab; 
c, Kepala BAPPEDA sebagai Ketua; 
d. Sekretaris BAl7PEDA sebagai Sekretaris; 

e. Satuan Kcrja Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota; 
dan 

f. Asosiasi pengusaha sebagai Anggota. 

BAB IV 
FORUM TSP 

(1) Setiap Perusabaeo yang merniliki ukuran usaha, skat@ 
• 

da.mpe.k lingkungan, cakupan Pemang1cu Kepcntingan dan 
kinerja keuangan tereentu wajib melakukan pengangpran 
dana untuk program TSP bagi maayarakat di Daerah. 

(2) Katcgori Perusahaan berdasarkan klssifike11i sebagairoana 
' dlmaksud pada ayat (1) antara lain : 

a. ukuran usaha, mcliputi : 
1. usaha besar; dan 
2. trsaha menengah. 

b. ska.la dampe.k lingkungan, meliputi : 
1. da.mpak penting; dan 
2. dampak tidak penting. 

c. cakupan pema.nglru kepentingan, meliputi: 
1. Perusahaan Swasta, 
2. Badan Usaha Milik Negara; den 
3. Badan Usaha Milik Daerah. 

d. kinerja keuangan, yaitu Perusebaan yang telah 
membukukan keuntungan. 

r 
'I 

BABW 
KLASIF1KASI PERUSAHAAN PROGRAM TSP 

Pas.al 3 
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Pasa.16 
Forum TSP mempunyai fungsi ; 

a. membantu daiem penanganan permasaJaban lingkungan 
dan eosial yang dihadapi oleh Perusahaan; 

b. membantu meningkatkan kualita.s hidup masyarakat melalui 
program TSP; dan 

c. membantu sinetgitaa program TSP agar sesuai dengan 
program Pemerintah Daerah. 

Paaal 5 
Forum TSP mempunyai tugas : 
a. mcmbantu mengopttmalken pelaksanaan Tanggung Jawab 

Soaial Perusabaen untuk meningkatkan kcsejahteraan 
sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat clan pengelolaan 
lingkungan hidup; 

b. melakukan validaai data Perusahaan baik Perusahaan 
Swasta, Badan Usaha Milik Negara clan Badan Usaha Milik 
Daerah di Kabupaten Grobogan serta mengi.dentifikasi 
potensi TSP baik yang dilaksanakan secara mandiri atau 
melalui Forum TSP; 

c. mengbi.mpun dan memverifikasi kebutuhan program 
pembangunan clan pelayanan publik yang dapat dibiayai 
melalui TSP; 

d. melalruk.an koordina.si, pengendalien dan pengawasan serta 
monitoring, evaluasi clan penilaian pelaksanaa.n TSP; clan 

e. melapor.kan basil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati. 

(3) Bupati dapat mengikutsertakan unsur perguruan ~ 
lembaga swadaya masyarakat, organiaaai kemasyarak:atan 
dan/atau tokoh masyarakat delern keanggotaan Forum TSP 
sebagairoeoe dirnaksud pada ayat (2). 

(4) Keanggotaan Forum TSP eebegairnana diroaksud pada ayat 
(2) berjuro1ab ganjil. .. 

(5) Forum TSP eebegaimana diroakaud pada ayat (1) memiliki 
Sekrctariat yang berteropat di BAPPEDA. 

(6) Pembiayaan k.egiatan operaaional Forum TSP sebagairoana 
dim.akaud pada ayat (I) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah. 



• c. Ucapan terima kasih dari Pcmerintah Dacrah mclalui 
rnedia oetak Nasional. 

(3) Penghargaan clibcrikan kcpada perusahaan yang telah 
melaksanakan Program TSP dengan kritcria acbagai bcrikut : 
a. mcngkoordinasikan dan/atau melaporkan program TSP 

yang tclah dilaksanakan kepada forum TSP; 
b. program TSP yang dilaksanakan sesuai dengan program 

Pemerintah Daerah; 

c. tidak memperoleh sanksi edrninistratif pada tahun 
sebclumnya; 

(4) Pcrusahaan yang memperoleh pengharpan acbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) clitctapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(1) Pemerintah Daerah dapat membcri penghargaan kcpada 

Perusahaan yang telah melaksanakan TSP. 
(2) Bentuk pengharga.an dapat bcrupa : 

b. Piagam penghargaan; dan/atau 

Pasal 9 

BABV 
PENGHARGAAN 

Pasal 8 
( 1) Pemerintah Daerah dapa.t menyampaikan uaulan kcgiatan 

sebagai bahan peleksanaan program TSP melalui Forum 
TSP. 

(2) Dalarn menyampailcan kegiatan sebaga.i bahan daJarn 

perencanaan program TSP aebagaimana dirn~ksud pada 
ayat (1), Pcmerintah Daerah dapat mernberikan daftar 
analisa kebutuhan ma.upun pemetaan masyarakat yang 
mcnjadi sasaran pelabanaan TSP. 

Paaal 7 

(1) Ouna membantu kdancan.n pcl@kaanaen tnpe dan flmpi 
Forum TSP acbagaimana dimaksud pada Paaal 5 dan Pua.l 
6, Ketua Forum TSP dapa.t mengangkat etaf Sckrctariat 
Forum TSP dengan Keputusan Ketua Forum TSP. 

(2) Jurnlah Staf Sckretariat Forum TSP sebagairoana diinaksud 
pada ayat (6) paling banyak 5 (lima) Orang. 



SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 19 

. 
Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal "i Juli 2t17. 

--~u· BuPATI GROBOGAN, y--· J, 

. ~~~,ju,s- 
:~~ 
"\~~~,:\, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 


